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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah corporate governance yang berarti tata kelola perusahaan
merupakan topik yang hangat untuk diperbincangkan disemua kalangan, mulai
dari pemerintah, perusahaan, investor, maupun masyarakat. Menurut The Institute
for corporate governance, corporate governance ialah serangkaian mekanisme
yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional
perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan
(stakeholder). Konsep Good Corporate Governance menjadi perhatian publik di
Indonesia sejak 1998 ketika krisis ekonomi melanda negeri ini. Krisis tersebut
disebabkan karena lemahnya sistem regulasi, dan standar akuntansi maupun audit
yang inkosisten.

Pada prinsipnya, penerapan corporate governance yang baik dilakukan
dengan menekankan pentingnya hak pemegang saham dalam memperoleh
informasi secara tepat, akurat dan transparan. Namun realitanya, masih ada
perusahaan yang tidak memberikan informasi secara tepat. Salah satunya kasus
yang terjadi di Indonesia adalah PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) diduga
melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan kuartal 111-2014. Terdapat
delapan poin dalam laporan keuangan Inovisi yang dicurigakan. Misalnya, bagian
pembayaran kas kepada karyawan mencapai Rp 1,91 triliun, tapi pada periode

kuartal 111-2014 turun menjadi Rp 59 milliar. Selain itu, kesalahan lain yang



dilakukan oleh PT Inovisi yaitu bagian penerimaan atau pembayaran bersih utang
pihak berelasi di laporan arus kas harusnya dicatat sebesar Rp 124 miliar, tapi di
laporan arus kas hanya diakui pembayaran Rp 108 miliar, kesalahan lain seperti
bagian utang lain-lain kepada pihak terelasi dan pihak ketiga, kesalahan bagian
aset tetap, kesalahan dibagian laba bersih per saham, kesalahan dibagian jumlah
kewajiban, kesalahan dibagian laporan segmen usaha dan kesalahan dibagian
kategori instrumen keuangan. Akibat hal ini, perusahaan ini dikenakan suspensi
oleh BEI, sehingga selama 4 bulan PT Inovisi tidak melakukan perdagangan
saham, sebelum mendapat penjelasan oleh pihak manajemen mengenai kesalahan
dalam laporan keuangan tersebut (Detikfinance, 2015).

Dari kasus tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penerapan
corporate governance didalam perusahaan tersebut masih lemah. Hal ini sejalan
dengan hasil yang didapat dari rating Corporate Governance Quality di Asia
bahwa Indonesia sampai saat ini masih menduduki peringkat terakhir dalam
sistem tata kelola perusahaan yang baik di negara ASIA. Berikut rating Corporate

Governance Quality di Asia dapat dilihat pada Tabel 1.1.



Tabel 1.1

Rating Corporate Governance Quality di Asia

No Market 2010 2012 2014 2016
1.  Singapore 67 69 67 67
2. Hongkong 65 66 65 65
3. Japan 57 55 60 63
4.  Taiwan 55 53 56 60
5.  Thailand 55 58 58 58
6. Malaysia 52 55 58 56
7. India 49 51 54 55
8. Korea 45 49 49 52
9.  China 49 45 45 43
10. Philippiness 37 41 40 38
11. Indonesia 40 37 39 36

Keterangan : Makin rendah skor, makin buruk GCG
Sumber : CG Watch Market score report by ACGA, 2016

Masalah dalam penerapan corporate governance dilatarbelakangi oleh
timbulnya agency theory yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan dan tata
kelola perusahaan yang dapat memunculkan konflik keagenan (agency conflict)
Konflik keagenan didasarkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemilik
dan manajer. Pemilik sebagai pemasok modal mempunyai keinginan untuk
mendapatkan return dari investasi yang ia tanamkan, dilain pihak manajer
berusaha untuk meningkatkan kepentingannya dalam memperoleh kompensasi
atau bonus yang tinggi dan juga meningkatkan kemampuan individu sehingga
manajer seringkali mengabaikan kepentingan pemilik.

Selain itu, manajer perusahaan diberi kewenangan oleh pemilik untuk
mengelola perusahan dan pengambilan keputusan. Sebagai pengelola perusahaan

pihak manajer mempunyai akses yang lebih banyak untuk mengetahui informasi



yang terkait dengan perusahaan beserta masa depan perusahaan dibandingkan
pihak prinsipal. Kondisi ini disebut asimetri informasi. Adanya perbedaan
kepentingan dan asimetri informasi inilah menyebabkan konflik keagenan yang
akhirnya memicu terjadinya biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan
merupakan biaya yang dikeluarkan agar manajer melakukan tindakan sesuai
dengan tujuan pemilik.

Menurut Fama dan Jensen (1983) dalam Sadewa dan Yasa (2016) terdapat
berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menangani masalah keagenan dan
meminimalkan biaya keagenan yaitu melalui mekanisme tata kelola perusahaan
(corporate governance). Mekanisme corporate governance merupakan suatu
aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil
keputusan dengan baik yang melakukan kontrol terhadap keputusan tersebut.
Mekanisme yang secara langsung maupun tidak langsung menegakkan aturan
mengenai hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan
stakeholder disebut mekanisme corporate governance internal dan eksternal.
Mekanisme internal corporate governance terdiri atas dewan direksi, komite
audit, dan dewan komisaris, sedangkan mekanisme eksternal corporate
governance terdiri atas struktur kepemilikan. Mekanisme corporate governance
dalam penelitian ini diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi
diperusahaan.

Penelitian mengenai corporate governance yang mempengaruhi biaya
keagenan perusahaan memberikan hasil yang bervariasi. Wijayanti (2015) yang

meneliti mengenai analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan



institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris terhadap biaya
keagenan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap
agency cost, jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agency cost.
Penelitian lain dilakukan Immanuela (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan
manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui agency cost terhadap kinerja
perusahaan, struktur modal dan kinerja perusahaan berpengaruh signifikan secara
langsung.

Friantin dan Laksono (2012) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit
berpengaruh secara signifikan terhadap biaya agensi. Penelitian lain dilakukan
Hadiprajitno (2013) yang meneliti mengenai struktur kepemilikan, mekanisme
tata kelola perusahaan, dan biaya keagenan dilndonesia. Hasilnya menunjukkan
kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, kepemilikan keuangan, kepemilikan
pemerintah dan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif pada agency cost
yang diproksikan dengan beban operasi dan perputaran aset. Selain itu, proporsi
independen dan jumlah rapat dewan memiliki pengaruh negatif terhadap agency
cost yang diukur dengan rasio perputaran aset, sebaliknya jumlah komite audit,
proporsi independen dan jumlah rapat dewan memiliki pengaruh berlawanan
dengan agency cost yang diproksikan dengan beban operasi.

Sudarma dan Putra (2014) meneliti hubungan good corporate governance

pada biaya keagenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate



governace berpengaruh negatif pada biaya keagenan. Hal ini mengindikasikan
bahwa semakin intensif perusahaan menerapkan good corporate governance
maka semakin rendah biaya keagenan. Prinsip-prinsip good corporate governance
meliputi, responsibilitas, independensi, akuntabilitas, dan keadilan berhasil
menciptakan pengawasan Yyang lebih efektif untuk mencegah manajemen
melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan Sadewa dan Yasa (2016) menguji tentang
pengaruh corporate governance dan leverage pada agency cost. Variabel agency
cost diukur dengan selling and general administrative, leverage diukur dengan
debt to total asset ratio (DAR). Hasil pengujian tersebut corporate governance
dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agency cost. Penelitian
yang dilakukan Linda (2012) meneliti tentang biaya agensi terkait dengan
penerapan mekanisme corporate governance. Biaya agensi diukur dengan dua
rasio yaitu beban operasi dan rasio efektifitas penggunaan aset (asset utilization
ratio). Sedangkan mekanisme corporate governance yang digunakan adalah
persentase direktur non eksekutif, persentase direktur eksekutif, komite audit,
rasio hutang jangka pendek dan dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa persentase direktur non eksekutif dan direktur eksekutif tidak
mempengaruhi biaya keagenan, komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya
agensi dan keberadaan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya
keagenan.

Saputro dan Syafrudin (2012) tentang pengaruh struktur kepemilikan dan

mekanisme corporate governance terhadap biaya keagenan. Struktur kepemilikan



dan mekanisme corporate governance yang digunakan adalah kepemilikan
pemerintah, kepemilikan institusi, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi,
ukuran dewan komisaris, kompensasi manajerial, leverage, size, dan umur
perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan corporate
governance yang diukur dengan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh
terhadap biaya agensi. Sedangkan struktur kepemilikan baik pemerintah, institusi,
maupun terkonsentrasi juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
biaya agensi, kecuali kepemilikan asing yang berpengaruh signifikan.

Penelitian yang dilakukan Septiawan dan Wirawati (2016) juga meneliti
mengenai pengaruh kepemilikan asing, ukuran perusahaan dan kebijakan utang
pada kos keagenan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan dengan
kepemilikan asing berpengaruh negatif pada kos keagenan. Hal ini membuktikan
bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk
mengungkapkan laporan keuangan secara terbuka dan hal ini juga dapat
meminimalkan biaya keagenan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap biaya keagenan dan kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap biaya
keagenan.

Dengan adanya fenomena dan penelitian terdahulu maka peneliti tertarik
untuk menguji kembali mengenai pengaruh mekanisme corporate governance
terhadap agency cost. Penelitian ini dirancang oleh penelitian Wijayanti (2015)
yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris

terhadap biaya keagenan. Perbedaan penelitian ini yaitu menambah variabel



kepemilikan asing dikarenakan variabel ini dipercaya concern terhadap penerapan
good corporate governance. Selain itu, perbedaan juga terletak pada perusahaan
yang dijadikan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan real estate,
property dan building construction yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 yang
dijadikan sampel penelitian, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada
perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013. Berdasarkan latar
belakang diatas maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Mekanisme

Corporate Governance Terhadap Agency Cost”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas dan adanya
ketidakkonsistenan hasil yang didapat, maka perumusan masalah dalam penelitian
ini adalah “Apakah mekanisme corporate governance (kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris dan ukuran

dewan direksi) berpengaruh terhadap agency cost?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai
“pengaruh  mekanisme corporate governance (kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris dan ukuran

dewan direksi) terhadap agency cost.”



D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi investor dalam
mengambil keputusan untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya disuatu
perusahaan.

2. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dalam
pengambilan keputusan bagi perusahaan beserta memberikan masukan
mengenai bagaimana cara menurunkan biaya keagenan yang berguna dalam
meningkatkan nilai perusahaan.

3. Bagi Civitas Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti
selanjutnya untuk materi yang terkait dengan mekanisme corporate

governance dan agency cost.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai
berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.
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: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi dan
berkaitan dengan masalah yang diteliti, perumusan hipotesis

penelitian yang akan digunakan beserta kerangka pemikiran.

: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan
sampel, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, serta teknik analisis data.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian serta
analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat

analisis yang digunakan.

: PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian

dan saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.





